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Membaca:

Menimbang

Mengingat

SURAT KEPUTUS$I KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR z 1462 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALTYAH SWASTADAN NOMOR STATISTIK MADRASAH MAS TVTMTATVTTUADIYAH TOLADA
DI L I NGKUNGA N KANTOR WILAYAH XNNAPTTTURIAN AGAMA

PROPINSI S[' LAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA I}ROPINSI SULSEL

a' surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara N'rnor;Kd'21'}gllPP'00/1439120l4 ,tanggal 14 Mei 20ru penhal Rekomendasi Izin operasiorral MAS
Muhammadiyah Tolada Kabupaten Luwu Utara

b' Surat Rekomendasi Kepala Desa Tingkara Nomor : /DST/v /2014Tanggal 12 Mei 2014c' Surat Rekomendasi camat Malangke Tanggal 13 Mei 2014 Nomor: 100/l4gl KM

: a' Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah,dipandang perlu unfuk memberikan persetujuan
pendirian t€rhadap Madrasah swasta ditingkungan Kantor wilayah Kementerian Agama
Propinsi Sulawesi Selatan.

b' Bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan inimemenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan
Pendidikan.

i'
: l' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Talrun 2003 tenang sistirn pendidikan

Nasional;

2. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2005 tenAng guru dan dosen;3' Peraturan Pemerintah Nomor 19 Talrun 2005 tentang standar Nasinal pendidikan pedoman
Pengawasan Untuk Madrasah dan Sekolatr Umum;

4' Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahu 2007 tentang Pendidikan Agama dal pendidikan
Keagamaan;

5' Peraturan Pemerintatr Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74Tahw200g tentang g,ru;
7 ' Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentmg Pedoman penyusunan dan penerapari

Standar Pelayanan Minimal
8' Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tatrun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraanpendidikani , ;
9' Peraturan Presiden No 47 Tahun 2}}9'tentangPerrbentukan organisasi Kementerian Negara;I0' Peraturan Menteri Agama No I0 Tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Agmra;
1l' Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tatrun 2012 tentang pengawas Madrasah dan pengawas

Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
12' Peraturan Pemerintatr No 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggar.aan

Pendidikan

13' Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem penjaminan
Mutu pendidikan;

14' Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tatrun 2010 tentang tugas pokok dan fungsi pengawas
Pendidikan Agama Islam
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Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013

Madrasatt

tentang Penyelenggaraan Pondidikan

peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi

vertikal

Monperhatikan : a. Nota usul Kepala Bidang Mapenda lslam Nomor: 798 tanggal 10 September 2014' I-lasil

verifikasi Izin Operasional Madrasah, Saran dan pendapat Kepala Bidang Pendidikan Madrsah

Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

b. Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Notror:

KW.Zt.4l;lpp.00/ 3539 12014 tanggal 12 Agustus 2014 Perihal Melaksanakan Verifikasi lzin

Operasional Tahun 2014

15.

Menetapkan :

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI

SULAWESI SELATAN TENTANC PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL

MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.

Memberikan persetujuan atas pendirian I inr- operasional Madrasah Aliyah Swasta yang

tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.

Madrasah Aliyatr Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai

Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercanfiun dalarn kolom 3

dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagarn tercantum dalam

kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini dan berhak menyelenggarakan Pendidikan

Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada

kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan perdyaratan yang ditentukan maka

keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Swat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan
Pada Tanggal

Makassar
l0 September 2Q14

Tembusan Yth.
1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;

2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu

3. Yayasan MuhammadiYatt

M. Gazali Suyuti, M.HI
198703 1 003

Utara;
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LAMPIRAN STJRAT KEPUTUSAN
K*ALA,HS#q,,_ffiffiAGAMA

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WITAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROPINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO
NAMA DAN

ALAMAT
MADRASAH

NOMOR
STATISTIK

MADRASAH
rNSM)

NOMOR PIAGAM

I 2 1 4

1 MAS Muhammadiyah Tolada
Alamat:

Desa Tingkara
Kecamatan Malangke
Kabupaten Luwu Utara
Propinsi Sulawesi Selatan

Didirikan pada Tahun 1999

Oleh Yayasan Muhammadiyah

r3t 2 73 22 0228 D,4(w.2\/MAS/ 8 l?014

Makassar, 10 September 2014
epala

M. Gazali Suyuti, M.HI
60603 198703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

t

4.

: MAS Muhammadiyah'I.olada
:

: Desa Tingkara
: Malangke
: Kabupaten Luwu Utara
: Sulawesi Selatan
: 13127322A22s
: Yayasan Muhammadiyah

', l0 September 2014
ALA

M. Gazali Suyuti, M.I{I

PIAGAM
PENDIRIAI{ / IZIN OPERASIONAL

MADRASAH

Berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama propinsisularvesi seraran Nomor : 1462 rahrl 20t3 Tanggar 10 septe 
^b"rr2olq rentangPersetujuan Pendr'rian / rzin operasionat Madrasah orir"r, sw.asta dan Nomor statistikMadrasah di Lingkungan Kantor wilayah Kementeri";;;;-" propinsi Sulawesi Selaranrnaka dengan ini memberikan piagam ierdaftarkepada Madrasah :

L Nama
2. Alamat

Desa / Kelurahan
Kecamatan

Kabupaten/Kota
Propinsi

NSM
Penyelenggara

sehingga kepada Maclrasah yang bersangkutan diterikan hak menurut hukum untukmenyelenggarakan penclidikan dan pengajaran

95605a3 198703 I 003
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